Nomor : 3 Tahun 1997 ; Serie : D Nomor 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il MAGELANG

Menimbang

NOMOR 3 TAHUN 1996
TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

: a. bahwa guna melaksanakan pengelolaan urusan Pemenntahan
bidang pertanian tanaman pangan yang merupakan sebagian urusan
Pemerintahan yang telah diserahkan kepada Daerah Tingkat I, perle
dibentuk Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah
Tingkat II Magelang ,

b. bahwa pembentukan hal tersebut telah diatur oleh Menten Dalam
negeri dalam bentuk Pedoman Organisasi dan Tata Kepga Dunas
Pertanian Tanaman Pangan Daerah ;

c. bahwa Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertaman
Tanaman Pangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.
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. Mengingst . ) Undang Undang Nomor 13 Talumn 1950 jo. Peraturan Peinerintah
Homor 32 Talmn 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 fentang Pokok-pokok
Pemenintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) , Q

3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya
Tanaman , _ :

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29, 32, 35, 38, 41, 44 dan 47 Tahun
1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan, Sebagian Deri Urusan
Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pertanian Kepada Propinsi Jawa
Baret, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Sumatera, Selatan, Sumatera
Tengah dan Sumatera Utara ; ,

5. Peraturan Pemerintah Norpc:r 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahm'-n' 1992 tentang
Penyelenggaraan Otonomi Daerah Déngan Titk Berat Pada Daerah
Tingkat I ,

7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 2] Tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses Pembenfukan .
atau Penyempurnaan Kelembagaan di Lingkungan Instans :
Pemerintah Pusat, Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negen
dan Pemerintah di Daerah :

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang
Pedoman Organisasi Dinas Daereh |

9. Keputusan Menten1 Dalam Negen Nomor 92 Tahun 1992 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negen |

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang
Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
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11. Keputusan Menteri Dalatn Negeri Nomor 10 Tahun. 1994 tentang
Pedoman Organisasi Tata Kerja Dinas, Petanian Tanaman
Pangan Daerah ; | ERiR

b Pt R | .

12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah TingLat I Jawa Tengah Nomior 2
Tahun 1992 tentang P¢nyera.han Sebagian Urusan Pemerintah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Dalam Bidang Pertanian

a Tanaman Pangan Daerah Tingkat I1.

Dengan persetuyjuan Dewan Perwakilan Rakyat Darah I{aﬁupaten Daerah Tingkat [I
Magelang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11 MAGELANG.

BAB 1
N KETENTUAN UMUM

Pasal 1
‘Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
ig_ Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat Il Magelang ,
E_-b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat 11 Magelang |
¢ Pemerintah Daerah Tingkat | adalah PE!meri,ntah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah;,

d Daerah o241, " bupaten Daerah Tingkat 11 Magelang
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e. Dinas Pertarian walah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat 11
Magelang ;

[ Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupsten Daerah
Tinglat 11 Magelang ,

g. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Deerah
Tingkat Il Magelang ;

h Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unit pelaksana teknis Iinas Pertanian Tanaman
Pangan sebagai unsur pelaksana Dinas Pertaruan Tanaman Pangan yang melaksanakan
mmelmmdnmdlhpmpn

L Kdunpoklmmul adalah I{elompok Jabatan untuk para pejabat furgsional
yaitu personil Dinas yang dalam pelaksanasn tugasnya didasarkan pada keaban dan
; |

Tuges Pembanituan adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan pemenntahon
yeng cdimigaskan kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pusat atau Pemenntah
Dacrsh Tingkat 1 dengan kewajiban mempertanggung jawablan kepada vang

BAB 11
PEMBENTUKAN

Pasal 2 .

g B

A . PG :
I i i

BAR 111
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal J

(1) Dinas Pertanian merupakan unsur pﬁlﬁl:mmn Pemerintah Dacrah ch bidang pertanian
Tanaman Pangan.
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(2) Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan
bentanggung jawab kepada Bupati Kepala Dacrah,

Pasal 4

Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagan urisan
ah tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikon oleh Pemerintab dan atau
erintah Daerah Tingkat [ di bidang pertanian tanaman pangan. _

Pasal §

Untuk mmyelmggmkanmgas pokok tersebut pada Pasal 4 Peraturan Daerah me,
Dinas Pertaman mempunyai fungsi : :

melaksanakan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ada |
melaksanakan bimbingan teknis di bidang pertanian tanaman pangan ;
melaksanakan pemberian ijin dan pembinaan usaha sesvai dengan tugas pokolnya ;
menyiapkan bahan pelaksanaan penyuluhan ;

melaksanakan pengamatan teknis sesual dengan tugas pokoknya |
mﬂl}ﬂ@kﬂﬂb@hmpehksmmpmmpanpmmpmtem&ammpmmm

mmyuaplmnbahanpehksmmumsmtniausahablmst
melaksanakan pengelolaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas.

Mo pasoe

£
h

BAB IV
ORGANISASI

Baglan Pertama
Pola dan Susunan Organisasi

Pasal ¢
tﬁ%uw Dinas Pertanian Tanaman Pangan ditetapkan pola maksimal.
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(2) Pola Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini disusun
" ardasarkan beban kerja Dinas Pertanian.

I Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari :
8 Kepia Dinas; .
b. Sub Bagian Tata Usaha ,
Seksi Produksi Padi dan Palawija ;
Seksi Penyuluhan ;
¢. Seksi Produksi Hortikultura ;
f Seksi Rehabilitasi, Pengembangun Lahan dan Pedindungan Tanaman Pangan |
g. Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil ;
h. Cabang Dinas ;
1. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
j. Kelompok Jabatan Fungsional,

(2) Bagan Organisesi Dinas Pertanian = sebagaimana fersebut pada Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 8

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebur
dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

Baglan Ketiga
Sub Baglan Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas relaksanakan urusan perencanaan,
kepegawa\ian, keuangan, perlengkanan dxn nmsan v 1, .
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Pasal 10

Untuk menyelenggaralan tugas terserbut pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Sub
Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a melaksanakan penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi
dan tatalaksana ;

b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian ;

¢. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan ,

d. melaksanakan pengurusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat dan
kearsipan.

Pasal 11
Sub Bagian Tata Usaha terdin dan :
a. Urusan Perencanaan ;
b. Urusan Kepegawaian
¢. Urusan Keuangan ;
d. Urusan Umum.
Pasal 12

(1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, analisis, penyajian
data statistik, penyiapan bahan perumusan rencana dan program, penviapan bahan
laporan dinas, serta menyusun bahan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana

(2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan
rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta tata usaha
kepegawaian.

(3) Urusan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Dinas, mengurus pembukuan, melakukan perhutungan
Anggaran, verifikasi serta mengurus perbendaharaan.
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Bagian Keempat
Seksl Produksl Padi dan Palawija

Pasal 13
. Seksi Produksi Padi dan Palawija mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Dinas Pertanian di bidang pembinaan produksi padi dan palawija. 0
Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 13 Peraturan Daerah 1, Seks

Produksi Padi dan Palawija mempunyai fungsi :

b.

& o oW

menyiapkan bahan pemantauan, pengadaan, peredaran dan bimbingan{ penggunaan
pupuk P

menyiapkan bahan penyusunan program, penyaluran benih sebar, pembinaan dan
pengawasan penangkar benih, pendirian dan pengelolaan Balai Benih Utama dan Balai
Benih Pembantu serta bimbingan pemanfaatan lahan kepada petan ;

menyiapkan bahan petunjuk operasional demonstrasi, pengkajian dan bimbingan
penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan :

menyiapkan bahan identifikasi, inventarisasi, bimbingan penggunaan, perrobam dan
pengkajian penerapan serta penyebaran prototipe alat dan mesin pertanian.

Pasal 15
Seksi Produksi Padi dan Palawija terdini dan :
Sub Seksi Pengembangan Produksi Padi dan Palawija
Sub Seksi Produksi BenilvBibit Padi dan Palawija ;
Sub Seksi Penyiapan Paket Teknologi Padi dan Palawia ;
Sub Seksi Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian.
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Pasal 16

(1) Sub Seksi Pengembangan Produksi Padi dan Palawija mempunyai tugas
mengtm!pullmn dan menyusun bahan pembinaan pengadaan, pengedaran dan
memberikan bimbingan penggunaan pupuk.

(2) Sub Seksi Produksi Benil/Bibit Padi dan Palawija mempunyai tugas mengumpulkan
o’ dan menyusun bahan pembinaan program, memperbanyak, menyalurkan benih tingkat
- benth sebar, membina dan mengawasi penangkar benih, mendinkan dan melakukan

pengelolaan Balai Benih Utama dan Balai Benih Pembantu serta memberikan
bimbingan pemanfaatan lahan kepada petani.

(3) Sub Seksi Penyiapan Paket Teknologi Padi dan Palawija mempunya fugas
mengurapulkan dan menyusun bahan pembinaan operasional demonstrasi, pengha;an

dan bimbingan penerapan paket tekmologi anjuran sesuai demgan tipe dan ckolog
lahan. .

(4) Sub Seksi Pengembangan Alat dan mesin Pertanian mempunyai fugas mengumpulian
dan menyusun bahan pembinaan identifikasi, inventarisasi percobaan dan penglaran
penerapan serta penyebaran prototipe alat dan mesin pertanian.

Bagian Kelima
Seksi Penyuluhan

N Pasal 17
Seksi Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagan tugis Dinas
Pertanian di bidang Pembinaan Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan
Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 17 Peraturan Daerah o,
Seksi Penyuluhan mempunya fungsi :

Y
a.  menyiapkan bahan pelaksanaan program, metode dan sistem Keyja peuyuluhan seta
rekayasa sosial dan ekonomi ; \
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b. menyiapkan perancanaan, pendayagunaan dan bimbingan ketenagaan penyuluhan ;

¢. menyiapkan bahan bimbingan dan pengembangan kelembagaan Petani |

d. menyiapkan bshan perencanaan, pengadaan, pengolahan dan  bimbangan
pendayagunaan sarana penyuluhan ;

d menyiapkan bahan perencanaan, pengadanaan, penysbaran dan  bimbingan
pengembangan materi penyuluhan,

Pasal 19
Seksi Penyuluhan terdin dan ;

8. Sub Seksi Tate Penyuluhan ; |
b. Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana.

Pasal 20

(1) Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas memberkan pelayanan teinis dan
administrasi kepada para penyuluh pertanian dalam penyusuman dan pelaksanacn
program penyuluhan, penerapan metoda dan sistem kema penyuluhan dentSias
faktor penentu, rekayasa sosial dan ekonomi, pelaksanaan penywluhan bimbmgan serta

(2) Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana mempunyai tugss menyusin rencana
kebutuhan dan mendayagunakan fenaga penyuluh, merencanaken, mengadakan dun
mengelola sarana penyuluhan, memperbanyak dan menyebackan maten p:n}l’
seita membenkan pelayanan teknis dan admunistrasi kepada para penyulnh 4 on
pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani, penyelenggarsan hursus-kursus tam,
penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta penyiapan maten penyulihan.

Baglan Keenam
Seksl Produks! Hortikuliura
Pasal 21

Seksi Produksi Hortilkultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas
Pertanian di bidang pembinaan produksi holtkultura
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Pasal 22 / ;

Untuk menyelenggarakain tugas feisebnt pada Pusal 71 Posabimart Docrals ini, Seksi
Produksi Hortikultura mempunyai fimgsi :

a.  menyiapkan bahan pemantauan, pengadami, peredaran dan bimbingan penggunaan
pupuk | 2

b. menyiapkan bahan penyusunan program, penvaluran berh sebar, pembmnaan dan
pengawasan penangkar benih, pendirian dan pengelolaan Bala Beruh Utarna dan Bda
Benth Pembantu serta bimbingan pemanfaatan lahan kepada petars |

¢  menviapkan bahan penyusunan petunjuk operasional demonstos, pengkamar dan
bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe don ekolog laban |

d. menyiapkan bahan penyusunan program, pembinaan, bimbmgan tontang pemaniatan
dan penyebarluasan tanaman bergizi kepada petani.

Pasal 23
Selsi Produksi Hortikulhura terdiri das

a Sub Secksi Pengembangan Produksi Hortikultura ; e
b. Sub Seksi Penyiapan Paket Teknologi Hortikultura ;

¢ Sub Seksi Produksi Benih/Bibit Hortikultura ;

d. Sub Seksi Pemanfaatan Pekarangan dan Pembinaan Gizi.

Pasal 24

(1) Sub Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura mempunyai tugas mengumpulian du
menyusun bahan pembinaan, pengadaan,peredaran dan bunbingan penggunaan pupuk

(2) Sub Seksi Penyiapan Paket Teknologi Hortikultura mempunys tugas mengumpelian
dan menyusun bahan pembinaan, petunjuk operasional demonstras:, perghapan dan
bimbingan penerapan paket teknolog anjuran smuau dengan tipe dan ekologr laban

" (3) Sub Sebsi Produk Benilh / Bibit Hortikulturs merpunysi ugas mengumpatian dan
~ menyusun bahan pembinaan dan pengawasan penanghas benih, pendinan dan
Wmmmmmmmmmmm

* pemanfaatan lahan kepada Petani.

1

(
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Iﬁ-i} Sub Seksi Pemanfaatan Pekatangan dan Pewbinasn Gizi mempunyai  tugas
mengumpulkan dan menynsun bahan penbinaam peinanfaatan dan penyebarluasan
tanaman bergizi kepada Petani.

Bagian Ketujuh
Seksl Rehabilitasl, Pengembangan Laban
dan Perlindungan Tanaman Fangan

Pasal 25 0

Seksi Rehabilitasi Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan

Pasal 2§

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 25 Peraturan Dasrah mi. Sek=
Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Peilindungan Tanaman Pangan mempunyal tzgas .

2. menyapkan bahan perencanaan, penetapan Tata Ruang, pembenan iin usaba
penggunaan tanah, pelaksanaan dan perumusan investigasi ;
guna air ;

c. menylapkan bahan pembinaan / bimbingan prakiraan serangan OPT ;

d. menyispkan bahan bimbingan dan pengawasan pengadaan, penyimpangan, peredaran
dan pemanfaatan pestisida serta sarana perlindungan tanaman .

Pasal 27

Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Pedindungan Tanaman Pangan
firi dai - ahe] : :

Sub Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan |

Sub Seksi Pengkajian lklun dan Tata Guna A ;

Subs Seksi Monitonng dan Pralaraan Serangan Hama Tanaman |
Sub Seksi Pengendalian Hama / Penyakit, Gulma dan Pestisida,

an oe
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Pasal 28

(1) Sub Seksi Rehibilitasi dan Pengembangan Lahan mempunyai fugas mengumpulkan
dan menyusun bahan pembinaan identifikasi, pernetaan tata ruang, investigasi dan
pendayagunaan sumber daya lahan sesuai agro ekosistem,

(2) Sub Seksi Pengkajian [Klim dan Tata Guna Air mempunyai tugas mengumpulkan dan
menyusun bahan pembinaan dan melakukan bimbingan, peramalan dan perghajan
3 ikiim dan Tata Guna Air ;

(3) Sub Seksi Monitoring dan Prakiraan Serangan Hama Tanaman mempunys fugas
mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, melakukan moratoring, bunbimgan,

pengawasan dan prakiraan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OFT), serts
pelaporan.

(4) Sub Seksi Pengendalian Hama / Penyakit, Gulma dan Pestisida mempurya fugas
mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, melakukan bimbingan, pergsndacan

operasional, pelayanan informasi dan penyaluran alat serta peralatan perndumgar
tanaman pangan.

Bagian Kedelapan
Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil

Pasal 29

Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil mempunya tugas melaksanakan sebagan
tugas Dinas Pertanian di bidang pembinaan usaha tani dan pengolaban Hasd patanan
tanaman pangan.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 29 Peraturan Dacrah i, Seks
Usaha Tani dan Pengolahan Hasil mempunyai fungsi

a. menyiapkan bahan pengolahan dan penyebaran infonmasi pasa | :
b. menyiapkan bahan inver tarisasi dan analisa data serta pengembangan ketenagakerjaan;
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¢, menyiapkan bahan perencanasn, penetapan tata ruang, pemberian ijin usaha, ‘
pelaksanaan dan perumusan investigasi serta bimbingan penerapan tatalaksana usaha |
| um.;
d menyiapkan bahan bimbingan pasca panen dan pengelolaan hasil pertanian tanaman
pangan. '
f

|
Pasal 31

Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil terdiri dari :
¢ Sub SeksiInformasi Pemasaran ;
b Sub Seksi Pemanfaatan Sumber days ; ()]
¢c. Sub Seksi Agri Bisnis ;
d.  Sub Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil.

Pasal 32

(1) Sub Seksi Informasi Pemasaran mempunyal tugas mengumpulkan dan menyusun
bahan pembinaan serta melakukan pengumpulan, pengolahan dan pemyebaran

(2) Sub Seksi Pemanfaatan Sumberdaya mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun
bahan pembinaan, melakukan inventarisasi dan analisis data serta pengembangan
ketenagakenjaan.

(3) Sub Scksi Agr Bisnis mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan

pembinaan, melakukan penyediaan, pengolahan data informasi serta pemberian dan
pengawasan Ijin Usaha. 1

(4) Sub Seks: Pasca Panen dan Pengolahan Hasil mempunyai tugas mengumpulkan dan .

menyusun bahan 'pembinaan perhitungan kehilangan produksi, bimbingan penerspan
teknologi dan peningkatan mutu pengolahan hasil pertanian tanaman pangan.

‘ Baglan Kesembllan
Cabang Dinas
Pasal 3}

(1) Cabang Dinas merupakan unsur pelaksana Dinas Pertanian yang mempunya wilayah
kesja meliputi satu atau beberapa Kecamatan dalam wailayah suatu Kabupaten.
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(2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 34

Cabang Dinas dibentuk berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam
Negeri.

&

Bagian Kesepuluh
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 35

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana telmis
operasional Dinas Pertanian.

(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bewah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 36

Pada Dinas Pertanian dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas, berdasarkan knteca
yang ditetapkan oleh Menteni Dalam Negeri.

N\

Bagian Kesebelas

Kelompok Jabatan Fungsional ) v

1J.
(1 i

Pasal 37

(1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Perfanian menypunyal fugas
melakukan kegiatan telaus pertanian di bidang keahhan masing-masing.

] %
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(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini dipimpin
oleh seorang tenaga Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok, yang berada di bawah
dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas atau melalui Kepala Unit
Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan,

Pasal 38

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam Sub Sub Kelompok sesuai -*)
dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior

(2) Jumlah tenaga dalam jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jerss dan beben
kena.

(3) Pembinaan terhadap tenaga dalam jabatan fungsional dilakukan sesual dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pertanian, Unit Pelaksana Telsus Dmas,
Kelompok Jabatan Fungsional dan Cabang Dinas wajib menerapkan prnsip koordinasy,
integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing msupun antar Sabuen
Onganisasi sesual dengan higas masmng-masing. 0

) Pasal 40

(1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh
Bupati Kepala Daerah.

(2) Kepala Dinas diwajibkan memberi petunjuk, membina, membunbing dan mengawasi

pekenaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada  dalam  lingkungan
Dinasnya.
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Pasal 41

Dalam melaksanakan tngasnya, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Kepala Urusan berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha sedangkan Kepala Sub Seksi
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi

BAB VI
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 42

. Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan di lingkungan Dinas Pertanan
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 43

Jenjang jabatan dan kepangakan serta Susunan Kepegawaian diatur sesum dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku,

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

Dengan dibentuknya Dinas Pestanian berdaswrkan Peratuan Daerah wu, maka
peraturan-peraturan lain yang terbit sebelum Peraturan Daerah un dny mengstur tentang
Struktur Orpanisasi dan Tats Kerja Dinas Partanian dinyatakan tidak begliku

Dipindai dengan CamScanner
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengera
pelaksanaannya, akan diatur tersendiri oleh Bupati Kepala Daerah.
Y

1 Pasal 46
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tinglat [I

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 30 Mei 1997,

DPRD BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT I
KABUPATEN DATI Il MAGELANG MAGELANG
KETUA
»
rrp rrp
SOEGIHARDIJO KA R DI ‘
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DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat |
Jawa Tengah

Nomor : 188.3/28/1997 tanggal 3 Maret 1997
An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum,
ttd.

TARTOPO SUNARTO, SH.

NIP. 500 048 825

Dundangkan dalamn Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat 11 Magelang
Nomor 3 Tahun 1997 Tanggal 11 Maret 1997
Seri D ; Nomor 3

Ymt. Sekretaris Wilayah / Daerah
ttd.
Drs. H. SOLECHAN AS.

e L S -————

Pembina Tingkat 1
NIP. 500 034 460.

Dipindai dengan CamScanner
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PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 1996

TENTANG

’ PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
: DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il MAGELANG

I. PENJELASAN UMUM.

Peraturan Daerah ini merupakan landasan kerja bagi Dinas Pertanian Tanaman
Pangan Kabupaten Daerah Tingkat Il Magelang.
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalzh
sebagai tindak lanjut dan pada Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat | Jawa Tengal
Nomor : 127/044276/91 tanggal 15 Mei 1991 tentang Penyerahan Sebagian Unmsar
Pemerntah di bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan dan Surat Kepumsa
Bupati Kepala Daerah Tingkat I Magelang Nomor ; 188.4/149/Kep 01/ 1992 mngzil 30
Mei 1992 tentang Kesediaan Menerima Penyerahan Sebsgian Urusan Pemermtanan d
bidang Pertanian Tanaman Pangan dan bidang Perkebunan.
Kemudian berdasar kepada Surat Gubemur Kepala Daerah Tingkat [ Jawa Tengalb
Nomor 127/030551 tanggal 22 September 1993 penhal tindak lanjut pemcmb.n nvaia
o‘ sebagaian urusan pemenntah di bidang Pertanian Tanaman Pangan dan & balang
Perkebunan kepada Daerah Tingkat II, make Bupati Kepala Deerah Tinghat [
membentuk Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan Daerah Tingkat [1.

Pernbentukan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Tingkat [ Kabupeien
Daerah Tingkat 11 Magelang berpedoman kepada Keputusan Menten Dalam Nepen
Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisest dan Teta Kena Dinas Pertaman
Tanaman Pangan Daeraly, sebagai realisasi dan pada pembenan olononu secais nyais,
dinamis dan bertanggung jawab.

Selama ini yang menangani pelaksanaan urusan panenntahan ¢ bidang pertanian
- tanaman pangan di Daerah Tingkat [1 adalah Cabang l:lum pertaman Tanaman Pangan
P]:me.ﬂ Daerah Tingkat | Jawa Tengah.

Dipindai dengan CamScanner
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Kemudian dengan terbentuknya Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanamap
Pangan Kabupaten Dacah Tingkat Il Magelang dengan berdasar Peraturan Daerah ing
diharapkan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pembangunan khususnya di bidang

pertaman tanaman pangan.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. : ‘

Pasal 1dan3 Cukup jelas.

Pasal 4 Dinas Pertanian mempunyai tugas pembantuan yang

Pasal 5
Pasal 6

dibenkan oleh Pemerintah Pusat atan Pemerintzh Daerah
Tingkat I di bidang pertanian tanaman pangan.

Tugas pembantuan adalah tugas untuk turut serta dalamf
melaksa\nakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada
Pemerintah Daerah Tingkat Il oleh Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah Tingkat 1 dengan mempertangsung
jawabkan kepada yang menugaskan.

Adapun yang menyangkut penentuan kebijaksanasn
perencanaan dan pembiayaaan pada dasamya menjad
wewenang dan tanggung jawab Pemenntah atau mnstzns
'yang memberikan penugasan.

Cukup jelas.

Pola Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan
berdasarkan beban kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan,
Beban kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan melpua
potensi wilayah pertanian (luas areal dan jemis tanaman)
permasalahan yang diharapi, layanan /hasil kerja, sarana dan
prasarana dan sebagainya,

Cukup jelas.
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Pasal 8

Pasal 9 sd 19
Pasal 20

Pasal 21 sd 32
Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

-23-

Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan di bidang
pertanian tanaman pangan.

Culup jelas.

- Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas pelayanan
teknis dan administrasi yang dititik beratkan pada masalah
tatalaksana yang meliputi penyusunan program, sistem,
mekanisme kerja serta perencanaan dan tata carz
pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan.

- SubSekxiKelmhmmmmmmm
beratkan kepada penyiapan dan pendayagunaan tenaga
penyuluh serta sarana dan prasarananya sampa kepada
pmgorgamsasm

Cukup jelas.

Cabang Dinas merupakan unsur pelaksana Dinas vang
mempunyai wilayah kerja meliputi satu ataz Beberapa
kecamatan dan dipimpin oleh seorang Kepala Cabang vang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.

Cabang Dinas dibentuk berdasarkan potensi yang ada
meliputi sarana (luas lahan pertanian), sarena tenaga dam
layanan‘hasil kerja yang berupa hasil berbagu produss
pertanian yang ada dan ditentukan berdasarkan kntena yang
ditetapkan oleh Menter Dalam Negen.

Cukup jelas.

Uit Pelaksana Tekms Dinas (UPTD) mempunya kedudiian
sebagal unsur pelaksana teknis operssional Dmas vang
dipimpin oleh seorang Kepala yang berada & bawah dan
bertanggung jawal hepada Kepala Dinas.

Pembentukan UPTD berdasakan kvitena yang ditetapkan

oleh Menteri Dalam Negeni denam didukung potensi yang
dimilik

Dipindai dengan CamScanner
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Pasal 36 : Cukup jelas.

Pasil 37 . Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga
ahli yang secara operasional bertugas menangani kegiatan-
kegiatan teknis di bidang pertanian tanaman pangan sesuai

dengan bidang keahliannya.

Pasal 38 . Cukup jelas.

Pasal 39 sd. 4] . Cukup jelas. .}

Pasal 42 : Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan i
lingkungan Dinas Pertanian dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Dalam arti Peraturan Daerah ini dalam hal tersebut pasal 40
dapat mengikuti perkembangan peraturan yang terjadi
dengan demikian memberkan peluang bahwa bilz terjadi
suatu perubahan peraturan yang mengatur hal tersebut tidak

petlu merubah perda yang ada.
Pasal 43 :  Cukup jelas.
Pasal 44 : Bahwa semua peraturan yang mengatur tentang Struknx

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian sebelumnya dan
bertentangan dengan Peraturan Daerah ni dmyatakan tidak
berlaku. :

Pasal 45sd. 46 : Cukup jelas.

Dipindai dengan CamScanner
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